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Merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Pemerintah

Indonesia untuk mengimplementasi NUA 

Sebuahupaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam

membuat kesepakatandalam NUA menjadi lebih praktis untuk

dipahami dan diimplementasikan di tingkat lokal

Penyusunan Buku Panduan Praktis Implementasi NUA



Seri Buku PanduanPraktisImplementasi NUA

Buku 1 Pengantar Agenda Baru Perkotaan

2017
Buku 2 Panduan Praktis: Perumahan dan Akses Pelayanan Dasar

Buku 3 Panduan Praktis: Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan

Buku 4 Panduan Praktis: Tata Kelola Perkotaan

Buku 5 Panduan Praktis: Transportasi dan Mobilitas Perkotaan

2018
Buku 6 Panduan Praktis: Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan

Buku 7 Panduan Praktis: Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Perkotaan

Buku 8 Panduan Praktis: Sosial-Budaya dan Kesehatan Masyarakat



Metodologi Penyusunan Panduan Praktis Implementasi NUA (1)

a) Penerjemahanpoin-poin NUA

b) Penjaringan masukan, review

dan pembahasan

c) Penyusunandan penyepakatan

glossary dengan para 

pemangku kepentingan

d) FinalisasiNUA versi Bahasa 

Indonesia

Penerjemahan

Agenda Baru Perkotaan

(NUA)

UU 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah

1

7 Komponen

PerumahandanAksesPelayananDasar

KebencanaandanLingkungan
Perkotaan

Tata KelolaPerkotaan

TransportasidanMobilitasPerkotaan

PenataanRuangdanPengembangan
Wilayah Perkotaan

Pembangunan Ekonomidan
PembiayaanPerkotaan

Sosial-BudayadanKesehatan
Masyarakat

7 Prinsip

InklusifdanPartisipatif

ResponsifGender danUsia

Efektif, Efisien, Produktif

MudahDiaksesdan
Terjangkau

Terpadu

TransparandanAkuntabel

Aman, Nyaman, 
Berketahanan
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7 Komponen

PerumahandanAksesPelayananDasar

KebencanaandanLingkunganPerkotaan

Tata KelolaPerkotaan

TransportasidanMobilitasPerkotaan

PenataanRuangdanPengembanganWilayah 
Perkotaan

PembangunanEkonomidanPembiayaan
Perkotaan

Sosial-BudayadanKesehatanMasyarakat

PILIHAN 

KEBIJAKAN / AKSI

ÅStudiliteratur
ÅPeraturandankebijakan
ÅPembelajaranterdahulu

(good & bad practices)

+

+
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KOMPONEN

SUB-KOMPONEN

ISU
Workshop

4

Finalisasi

Konsinyasi
5

6
Panduan Praktis

NUA (versi 1.0)

Metodologi Penyusunan Panduan Praktis Implementasi NUA (2)

Kajian Substansi



Buku 1.

PENGANTAR
AGENDA BARU PERKOTAAN



Daftar Isi

1) Urbanisasi: Tantangan dan Peluang Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

2) NUA sebagai Agenda BersamaPembangunan Perkotaan

3) Visi Bersama

4) Prinsip & Komitmen

5) Paradigma Baru

6) Pentingnya Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional

7) TahapanPenyusunanPanduanPraktis

8) Prinsip Pembangunan Perkotaan

9) Sistematika PanduanPraktis

10) Langkah-langkah untuk PelakuPerkotaan

11) Lampiran : Terjemahan NUA

BUKU 1



1. Urbanisasi : Tantangan dan Peluang Pembangunan Perkotaan

Berkelanjutan

ÅUrbanisasimenjadi fenomena yang tak

terhindarkan

ÅUrbanisasisemakin meningkatkan tekanan

bagi para pengelola kota untuk

menyediakan infrastruktur dan pelayanan

dasar yang merata

ÅAkan tetapi, urbanisasi juga merupakan

sebuah peluang untuk meningkatkan

perekonomian nasional dan kesejahteraan

masyarakat

Perkembangan Penduduk
Perkotaan di Indonesia

Sumber: BPS, 2012

BUKU 1



2. NUA sebagai Agenda Bersama Pembangunan Perkotaan

BUKU 1



VisiBersama

ÅKota untuk Semua

ÅHak dan Peluang yang Sama

Bagi Semua

ÅKota dan Permukiman yang 

Berkelanjutan

PrinsipdanKomitmen

ÅTidak Menelantarkan

Seorangpun

ÅEkonomi Perkotaan yang 

Inklusif dan Berkelanjutan

ÅKeberlanjutan Lingkungan
Hidup

ParadigmaBaru

ÅPembangunan Perkotaan dan

Wilayah

ÅTata Kelola Pemerintahan dan

Multiaktor

ÅBerorientasi kepada Manusia

dan Responsif terhadap Usia
dan Gender

BUKU 1

3-5. Visi Bersama, Prinsip dan Komitmen , Paradigma Baru



6. Pentingnya Kebijakan Perkotaan Nasional

Å Lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia tinggal di 

kawasanperkotaan. Hal ini menyebabkan urbanisasi

sebagai salah satu kekuatan transformatif dan berdampak

pada pembangunan perkotaan dan wilayah di Indonesia.

Å Banyakpersoalan perkotaan yang tidak dapat diselesaikan

di tingkat lokal , karena sumber daya dan kapasitaslokal

yang seringkali terbatas.

Å NUA sangat mendorog pemerintah pusat untuk menyusun

dan mengembangkan kebijakan pembangunan

perkotaan nasional (NUA Paragraf81, 86, 92, dan 130).

Å Di Indonesia, Kebijakan dan Strategi Pembangunan 

Perkotaan Nasional Tahun 2012-2045 sudah disusun oleh

Kementerian PPN/Bappenas. Namun, dokumen ini belum

mendapatkan kejelasan status hukum dan dukungan

kelembagaan . 

PRINSIP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

PERKOTAAN NASIONAL

1. Kesetaraan

2. Partisipasi

3. Principle of subsidiarity

òWe recognize that the 

realization of the transformative 

commitments set out in the New 

Urban Agenda will require 

enabling policy frameworks at 

the national, subnational and 

local Levelsó

(Paragraph 81 NUA)

BUKU 1



7. Tahapan Penyusunan PanduanPraktis

Identifikasi urusan

pemerintahan
(UU No. 23 Tahun 2014)

Komponen

perkotaan
(7 komponen )

Prinsip perkotaan
(7 prinsip )

Identifikasi prinsip

Perkotaan
(Dokumen DeklarasiNUA)

DITERJEMAHKAN

7 KOMPONEN PERKOTAAN

KajianNUA 
tiap
komponen

ÅKajianliteratur
ÅPeraturandan

kebijakan
ÅPembelajaran

terdahulu

Panduan
Praktis

7 seriPanduanPraktisNUA + 
1 BukuPengantar

BUKU 1



8. Prinsip Pembangunan Perkotaan

Inklusif dan

partisipatif

Responsif gender 

dan usia

Efektif , efisien , dan

produktif

Mudah diakses dan

terjangkau

Terpadu

Transparan dan

akuntabel

Aman , nyaman , 

dan berketahanan

BUKU 1



9. Sistematika PanduanPraktis

SERI JUDUL/KOMPONEN

Buku 1 Pengantar Agenda Baru Perkotaan

Buku 2 Panduan Praktis: Perumahan dan Akses Pelayanan Dasar

Buku 3 Panduan Praktis: Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan

Buku 4 Panduan Praktis: Tata Kelola Perkotaan

Buku 5 Panduan Praktis: Transportasi dan Mobilitas Perkotaan

Buku 6 Panduan Praktis: Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan

Buku 7 Panduan Praktis: Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Perkotaan

Buku 8 Panduan Praktis: Sosial-Budaya dan Kesehatan Masyarakat

BUKU 1



10. Langkah -Langkah untuk PelakuPerkotaan

Sumber: UN-Habitat, 2016

1.
KebijakanPerkotaan

Nasional

Perlu adanya komitmen, kebijakan, dan strategi perkotaan di tingkat

nasional terkait pembangunan kawasan perkotaan agar proses

pembangunanperkotaandapatlebih terarah

2.
Aturan danUndang-undang

Perkotaan

Aturan dan undang-undang perkotaan yang inklusif terkait perkotaan

dibutuhkanagarprosespembangunanperkotaanmemiliki landasanhukum

yangjelasdantegas

3.
PerencanaandanDesain

Perkotaan

Perencanaandan desainperkotaanperlu berorientasipada manusia, serta

terpadudandapatmenyediakanruang-ruangpublikyangmemadai

4.
EkonomiPerkotaandan

PembiayaanPerkotaan

Kebijakanpembangunanperkotaan harus mampu menciptakan peluang

ekonomisertadapatmemberikanpemasukanbagidaerah

5.
Pembangunan Fisik

Perkotaan

Pembangunanfisik kota perlu melaluipertimbanganyangmatangagarkota

dapatmemberikankesejahteraanbagisemua

BUKU 1



Buku 3.

KEBENCANAAN DAN 
LINGKUNGAN PERKOTAAN

Membangun KetahananKota yang BerwawasanLingkungan



Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan

òMemastikan keberlanjutan lingkungan hidup , dengan mendorong energi bersih, pemanfaatan lahan dan

sumberdaya yang berkelanjutan pada pembangunan kota; serta melindungi ekosistem dan

keanekaragaman hayati , termasuk mengadopsigaya hidup sehatyang harmonis dengan alam; 

mendorong pola konsumsidan produksi berkelanjutan; membangun ketahanan kota ; mengurangi risiko

bencana; dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ó (butir 14.c NUA) 

Pelestarian lingkungan hidup dan
tanggap bencana untuk kota yang:

Å EFEKTIF,EFISIEN,dan PRODUKTIF

Å TERPADU

Å AMAN, NYAMAN, dan BERKETAHANAN

BUKU 3


